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ABSTRAK 

Pembuktian merupakan tahapan penyelesaian perkara yang paling sangat 

menentukan yang menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam 

penjatuhuan purusan terhadap suatu perkara, akan tetapi tidak semua alat 

bukti dapat dihadirkan ke dalam persidangan. Pasal 153 HIR serta Surat 

Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan 

Setempat mengatur lebih lanjut mengenai pemeriksaan setempat 

(gerechtelijke plaatsopneming) yang dapat digunakan sebagai salah satu alat 

bukti untuk membantu pembuktian. 

       Tujuan dari diadakannya penulisan hukum ini untuk mengetahui 

bagimana praktek pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) 

terhadap penyelesaian suatu perkara di Pengadilan Negeri. Mulai dari 

mengenai biaya, pelaksanaan, seta hambatan yang ada pada saat 

dilangsungkannya pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming). 

       Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis emipiris 

yang berarti melihat seberapa jauh implementasi hukum positif mengenai 

pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri serta melihat dan 

membandingkan kenyataan di lapangan dari segi prraktek mengenai 

pelaksanaan pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming). 

       Pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dilaksanakan 

untuk mengetahui kejelasan dan kepastian tentang objek sengketa. Hal 

tersebut dilaksanakan oleh hakim berdasarkan perintah dari peraturan 

sehubungan dengan pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming). 

Ketidak hadiran pihak yang berperkara yang akan menghambat jalannya 

pemeriksaan, hal tersebut dapat di atasi dengan mengingatkan kembali 

kepada pihak yang berperkara bahawa kehadiran mereka sangat penting 

dalam pemeriksaan setempat guna membela haknya masing-masing atau 

pemeriksaan akan tetap dilaksanakan dengan tanpa bantahan dari pihak 

yang tidak hadir. Kemudian apabila objek sengketa berada di luar wilayah 

hukum Pengadilan Negeri dimana perkara tersebut diperiksa, hal inii dapat 

di atasi dengan pendelegasian wewenange kepada Pengadilan Negeri 

dimana objek sengketa berada untuk melangsungkan pemeriksaan setempat 

(gerechtelijke plaatsopneming), untuk selanjutnya hasilnya dikirimkan ke 

Pengadilan Negeri dimana perkara tersbut diperiksa. 

Kata kunci:pemeriksaan setempat, perkara perdata, pengadilan negeri 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Penelitan 

Salah satu tujuan dari Hukum Acara Perdata adalah untuk menjalankan atau 

menegakkan  Hukum Perdata Materiil karena tanpa ada Hukum Pedata Formil 

maka Hukum Perdata Materiil tidak dapat ditegakkan.Begitupun sebaliknya, tanpa 

Hukum Perdata Materiil maka Hukum Pedata Formil tidak punya arti apa-apa. 

Keduanya saling memerlukan satu sama lain dan memiliki keterkaitan dalam 

perannya menegakkan hukum di masyarakat. Dari uraian tersebut dapat dikatakan 

bahawa antara Hukum Perdata Formil dengan Hukum Perdata Materiil keduanya 

adalah saling melengkapi. 

       Hukum Perdata Formil atau Hukum Acara Perdata adalah peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman 

terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan.
1
Dapat dikatakan bahwa Hukum 

Acara Perdata berguna dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran hukum 

yang diatur dalam Hukum Perdata Materiil. 

       Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata menduduki tempat yang amat 

penting dan sangat komplek dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya 

makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekontruksi 

kejadian atau peristiwa masa lalu (past event) sebagai suatu kebenaran (truth). 

                                                           
1
Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2011) hal. 3. 


